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ABSTRAK 
Karina Pandora Putri. E0012209. 2016. TINJAUAN TENTANG 
KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN OLEH HAKIM 
PENGADILAN NEGERI TIPIKOR BANDUNG SEBAGAI ALASAN 
PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN 
BEBAS PERKARA KORUPSI (Studi Kasus Dalam Putusan Mahkamah 
Agung Nomor: 1692 K/Pid.Sus/2014). Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.  
 
Kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 1692 K/Pid.Sus/2014 
adalah kasus korupsi Boyke Priyono, direktur Perusahaan Daerah Waluya (PD 
Waluya) Kota Sukabumi yang menerima tawaran investasi proyek tanpa prosedur, 
dasar proposal, dan ijin yang benar dari Badan Pengawas PD Waluya serta tanpa 
perjanjian tertulis kedua belah pihak menimbulkan kerugian besar. Perbuatan 
tersebut dijatuhi putusan bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah 
diajukan kasasi oleh Penuntut Umum, Hakim Mahkamah Agung menyatakan 
terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan Judex Factie 
telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam korupsi sudah sesuai 
dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dan apakah alasan Hakim Mahkamah Agung 
dalam mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum sudah sesuai dengan 
ketentuan KUHAP. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal 
bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber 
bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder, dengan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme 
dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. 
Hasil penelitian menunjukkan kesalahan penerapan hukum pembuktian 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sebagai alasan Kasasi Penuntut 
Umum terhadap putusan bebas perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan 
Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Alasan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa 
dan memutus Kasasi Penuntut Umum dengan dasar kesalahan penerapan hukum 
pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sudah sesuai dengan 
ketentuan KUHAP terutama Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1). 
 
Kata Kunci: hukum pembuktian, putusan bebas, penuntut umum, kasasi, korupsi. 
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ABSTRACT 
Karina Pandora Putri. E0012209. 2016. REVIEW OF MISAPPLICATION 
OF EVIDENTIARY BY THE BANDUNG DISTRICT COURT'S JUDGE AS 
A REASON THE PROSECUTOR'S CASSATION TOWARDS 
ACQUITTAL OF CORRUPTION CASE (A Case Study On Supreme Court 
Verdict Number: 1692 K/Pid.Sus/2014). Law Faculty of Sebelas Maret 
University Surakarta. 
 
Cases reviewed in the Supreme Court Verdict Number 1692 
K/Pid.Sus/2014 is a corruption case by Boyke Priyono, as the director of the 
Regional Company Waluya (PD Waluya) of Sukabumi, who accept the offer of 
investment projects without the correct procedure, a clear proposal, permission 
from the Supervisory Board and without the written agreement of both parties that 
cause large losses. The act was sentenced acquittal by Bandung Distrct Court’s 
Judge. After a cassation filed by The Prosecutor, The Supreme Court’s Judge 
declared The Defendant guilty of corruption. This study aims to find out whether 
the submission of Prosecutor’s cassation by reason Judex factie been wrong in 
applying the rule of evidence in corruption are in accordance with Article 253 
Code of Criminal Procedure and whether the reasons Supreme Court’s Judge 
granted the application of Prosecutor’s cassation is in conformity with the 
provisions of the Code of Criminal Procedure. 
The research method used is prescriptive doctrinal legal research. The 
approach used is a case approach. The law material source used included 
primary and secondary law materials, while the technical analysis of law 
materials using methods syllogism and interpretation, with a reasoning deduction. 
The results showed misapplication of the rules of evidence by Judges of 
the Bandung District Court as the reason for Prosecutor's Cassation against the 
acquittal in corruption cases is in accordance with Article 253 paragraph (1) 
Code of Criminal Procedure. The reason of the Supreme Court’s Judge in 
examining and deciding Prosecutor’s Cassation on the basis of misapplication of 
rules of evidence by The Judges of the Bandung District Court against the 
acquittal of corruption cases is in accordance with Code of Criminal Procedure, 
particularly Article 256 jo Article 193 paragraph (1). 
 
Keywords: Evidentiary, Acquittal, Prosecutor, Cassation, Corruption. 
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